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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kualifikasi pakaian bekas hasil impor di Indonesia merupakan barang 

ilegal, hal tersebut dikarenakan aktivitas impor akan pakaian bekas 

melanggar ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan, yang 

menjelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam 

keadaan baru. Dikarenakan perolehan dari objek yang diperdagangkan 

tersebut berasal dari impor ilegal, menjadikan objek perdagangan yang 

berupa pakaian bekas impor adalah hal yang ilegal. Dengan demikian, 

segala bentuk transaksi yang dilaksanakan merupakan ilegal dan 

melawan hukum. 

2. Dinas Perdagangan tidak melaksanakan kewenangannya dalam kegiatan 

pengawasan secara optimal, dikarenakan dari data sekunder, ditemui 

bahwa pengawasan terhadap kegiatan perdagangan pakaian bekas impor 

tidak dilaksanakan. Masih maraknya para pelaku usaha pakaian bekas 

yang menjamur hingga saat ini, semakin menunjukkan bahwa peran 

Dinas Perdagangan dalam kegiatan pengawasan perdagangan pakaian 

bekas impor tidak dilaksanakan secara optimal, meskipun pengawasan 

dari Dinas Perdagangan yang berada di bawah Kementrian Perdagangan 
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merupakan suatu tugas dan fungsi yang dimiliki, namun hal tersebut 

tidak diindahkan oleh Dinas Perdagangan.  

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan yang telah 

diuraikan di atas, maka terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu: 

1. Bagi Dinas Perdagangan 

 Dinas Perdagangan sudah semestinya melaksanakan penyuluhan 

terhadap masyarakat dan juga para pelaku usaha pakaian bekas. Karena 

banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya ketentuan hukum 

yang pada dasarnya melarang adanya aktivitas pakaian bekas impor itu 

sendiri. Dinas Perdagangan juga sebaiknya mulai menertibkan para 

pelaku usaha pakaian bekas impor, karena aktivitas perdagangan 

tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia 

2. Bagi Masyarakat 

 Bagi masyarakat, seharusnya tidak mengonsumsi pakaian bekas 

impor, karena secara hukum, apabila masyarakat mengonsumsi pakaian 

bekas impor, hal tersebut sama dengan mengonsumsi barang ilegal. 

meskipun dari segi harga, pakaian bekas impor memiliki harga yang 

terjangkau, namun harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan 

resiko akan kesehatan dari mengonsumsi pakaian bekas tersebut.  
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